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ABSTRAK 

 

Penulisan skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi ahli waris 

untuk mendapatkan haknya atas harta kekayaan negara yang telah dikuasai atau 

diwakili oleh Balai Harta Peninggalan. Perkembangan zaman membuat masyarakat 

semakin berkembang juga, terutama dengan penggunaan alat telekomunikasi tetapi, 

hal ini tidak menutup kemungkinan bagi seseorang untuk “hilang”. Pada saat ini, 

untuk mengurus dan mewakili hak dan kewajiban untuk orang yang “hilang” 

tersebut, dengan diajukannya permohonan untuk penetapan di Pengadilan Negeri. 

Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dikarenakan banyaknya 

kasus yang menimbulkan masalah dengan didapatinya seseorang yang menempati 

rumah atau bangunan atau tanah yang mana pemilik asli rumah atau bangunan atau 

tanah tersebut tidak diketahui keberadaannya, dan juga bagaimana jika rumah atau 

bangunan atau tanah tersebut merupakan harta kekayaan negara tetapi telah 

dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan. Hasil penelitian ini memberikan saran 

bahwa diperlukannya Undang-Undang Balai Harta Peninggalan, serta Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan harus membuat daftar bagi tanah dan/atau bangunan 

yang statusnya P3MB atau Prk5 lalu membuat surat pemberitahuan bagi ahli waris 

agar bisa segera mengajukan  permohonan, dan agar tidak terjadinya kebingungan 

antara harta kekayaan yang tak terurus yang dikuasai oleh Balai Harta Peningggalan 

dan harta kekayaan negara yang merupakan kewajiban Kantor Pertahanan 

Nasional. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Zaman yang ada semakin maju yang mengakibatkan kemajuan arus 

globalisasi di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dipungkiri 

semakin baik, maka akan lebih mudah untuk mengetahui keberadaan seseorang. 

Teknologi informasi dan komunikasi berkembang dan mempengaruhi alat 

telekomunikasi yang dimiliki oleh setiap individu. Walaupun, adanya kehadiran 

alat telekomunikasi di tengah masyarakat, tetapi hal ini tidak menutup 

kemungkinan untuk tidak mengetahui keberadaan seseorang dan hal ini tidak 

menjamin sebuah kepastian hukum. Pada faktanya, di Indonesia mempunyai 

wilayah yang terdapat lautan dan daratan yang besar kemungkinan menjadi sebab 

untuk seseorang yang “hilang”. 

Hingga saat ini masih banyak kasus “hilang” nya orang yang sampai saat 

ini masih belum bisa diselesaikan dan disebabkan oleh berbagai faktor seperti 

contoh hilangnya Wiji Thukul secara sah diumumkan oleh Komisi untuk Orang 

Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) pada 2000. Kontras juga 

menyatakan hilangnya Wiji Thukul sekitar Maret 1998 diduga berkaitan dengan 

aktivitas politik yang dilakukan oleh Wiji Thukul sendiri.1 Lalu, juga terdapat 

kasus yaitu hilangnya pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ 182 

jurusan Jakarta – Pontianak yang dikabarkan telah hilang kontak yang merenggut 

nyawa 50 penumpang pada tanggal 9 Januari 2020, hingga kini masih tidak 

berhasil untuk ditemukannya tubuh fisik namun, potongan bagian dari pesawat 

banyak ditemukan.2 Dari keberadaan seseorang yang tidak lagi diketahui 

 
1 Wahyuni Sahara, “Mengenang Wiji Thukul, Aktivis Yang Hilang Usai Peristiwa Kudatuli 1996,” 

Kompas, diakses Agustus 5, 2021, 

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/27/15370351/mengenang-wiji-thukul-aktivis- yang-

hilang-usai-peristiwa-kudatuli-1996?page=all.. 
2 Chandra Gian, “Duka RI! Sriwijaya , Musibah Kecelakaan Pesawat Pertama 2021,” CNBC 

Indonesia 6, Januari 10, 2021, https://www.cnbcindonesia.com/news/20210110082604-4-

214745/duka-ri-sriwijaya-musibah-kecelakaan-pesawat-pertama-2021. 

 

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/27/15370351/mengenang-wiji-thukul-aktivis-yang-hilang-usai-peristiwa-kudatuli-1996?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2021/07/27/15370351/mengenang-wiji-thukul-aktivis-yang-hilang-usai-peristiwa-kudatuli-1996?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2021/07/27/15370351/mengenang-wiji-thukul-aktivis-yang-hilang-usai-peristiwa-kudatuli-1996?page=all
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keberadaannya dapat melahirkan sebuah masalah bagi status hukum orang 

tersebut dan bisa berdampak juga pada kepentingan orang yang ditinggalkan, 

serta harta kekayaan orang tersebut. 

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, subyek hukum dapat 

dibagi menjadi 2 (dua) yaitu manusia (orang) dan badan hukum. Manusia sendiri 

memiliki arti sebagai pribadi yang bebas. Badan hukum merupakan pendukung 

hak dan kewajiban yang tidak berjiwa, dan sebagai subjek hukum yang tidak 

berjiwa, maka badan hukum tidak dapat dan tidak mungkin bergerak di ruang 

lingkup keluarga seperti mengadakan perkawinan, melahirkan anak, dan lain 

sebagainya.3 Hal ini untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum. 

Hukum perdata mendefinisikan keadaan tidak hadir (afwezigheid) 

sebagai suatu keadaan dimana seseorang meninggalkan tempat kediamannya dan 

tidak diketahui dimana keberadaannya baik di dalam maupun di luar Indonesia 

serta tidak diketahui juga bahwa ia telah meninggal dunia tanpa menunjukkan 

kuasanya, maka untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingannya harus 

didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri.4 Meskipun orang tersebut tidak 

berada di dalam kediamannya tapi hal tersebut tidak menjadikan sebuah halangan 

bagi seseorang untuk menghentikan hak dan kewajibannya sebagai subyek 

hukum.  

Di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata sendiri suatu keadaan tidak 

hadir (afwezigheid) dibagi menjadi tiga (3) fase, yaitu:5 

1. fase persiapan atau tindakan sementara (voorlopige voozieningen) 

2. fase pernyataan bahwa seseorang yang tidak ada ditempat 

barangkali sudah atau telah meninggal dunia (vermoedelijk 

overleden) 

3. fase pewarisan secara definitif (definitieve erfopvolging). 

 
3 H. Riduan Syahrani, Seluk- Beluk dan Asas- Asas Hukum Perdata, (Bandung: PT. Alumni, 2006), 

hal. 51. 
4  ----------------------- , Panduan Praktis Tugas Pokok dan Fungsinya, (Jakarta: Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah DKI Jakarta Balai Harta Peninggalan Jakarta, 2019), 

hal. 29 
5 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga, Cet 5. (Bandung : 

Alumni, 1986), hal. 200. 
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 Seseorang secara sah dikatakan dalam keadaan tidak hadir (afwezigheid), 

melalui penetapan pengadilan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 463 

KUHPerdata) yang menjelaskan bahwa orang tersebut memang betul dalam keadaan 

tidak hadir. Penetapan tersebut dicatatkan di dalam bentuk akta yang memuat status 

hukum seseorang yang dilakukan oleh Lembaga Catatan Sipil yang bertujuan untuk 

kepastian hukum terkait peristiwa-peristiwa penting guna untuk pihak yang dicatat 

dan pihak yang berkepentingan. Di dalam hukum perdata,  keadaan tidak hadir 

(afwezigheid) dapat  mengakibatkan beberapa masalah, seperti dugaan bagi 

seseorang telah meninggal dunia dan juga mengenai persoalan harta kekayaannya 

karena tidak adanya pesan yang ditinggalkan saat orang tersebut dalam keadaan 

tidak hadir (afwezigheid). 

  Hukum perdata mengatur juga mengenai jangka waktu untuk seseorang 

yang tidak muncul di kediamannya. Seperti yang diketahui, di Indonesia sudah 

banyak kasus yang menimbulkan masalah dengan didapatinya seseorang yang 

menempati rumah atau bangunan atau tanah yang mana pemilik asli rumah atau 

bangunan atau tanah tersebut tidak diketahui keberadaannya, sebagai contoh dalam 

penelitian penentu yang terdapat di Putusan Nomor : 201/PDT.G/2014/PN.BDG, 

yang mana dalam hal ini adanya Tuan WILLEM HERMANUS HOOGLAND yang 

dalam keadaan tidak hadir (Afwezigheid) dan harta kekayaan beliau merupakan 

Harta Kekayaan Yang Tidak Terurus (Onbeheerde Nalatenschap), dan ditempati 

oleh NY. OMOH BINTI SARKOSIH berikut dengan anak-anaknya yang telah 

menghuni tanah berikut bangunan rumah. Untuk mendapatkan kepastian hukum, 

hal ini melahirkan banyak pertanyaan dan didapati kesulitan dalam melakukan 

perbuatan hukum terhadap rumah atau bangunan atau tanah. Menurut hemat 

penulis, Putusan tersebut menimbulkan kekeliruan dalam membedakan harta 

kekayaan yang tak terurus dan harta kekayaan yang dikuasai negara. Oleh sebab itu 

penulis melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris 

Untuk Mendapatkan Haknya Atas Harta Kekayaan Negara Yang Sudah Dikuasai 

Atau Diwakili Oleh Balai Harta Peninggalan”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Apa yang dimaksud dengan harta kekayaan yang tidak terurus 

(Onbeheerde Nalatenschap) menurut Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata? 

2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Ahli Waris yang berhak 

dari Almarhumah Ny Omoh Binti Sarkosih terhadap harta kekayaan 

negara? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

A. Tujuan Umum 

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan 

hukum terhadap ahliwaris yang menuntut harta warisannya yang telah dikuasai 

oleh Bali Harta Peninggalan. Dengan demikian dapat diketahui mengenai proses 

pengelolaan terhadap harta kekayaan orang tidak hadir yang meninggalkan 

tempat tinggalnya tanpa mewakilkan kepentingannya kepada seseorang sebagai 

langkah pengambilan tindakan sementara dan diperolehnya kembali harta 

kekayaan orang hilang oleh ahli warisnya apabila, pengelolaan terlebih dahulu 

dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Penelitian ini melakukan metode studi kepustakaan (library research) 

atau penulisan yuridis normatif.6 Penulisan yuridis normatif atau penulisan 

hukum kepustakaan didefinisikan sebagai penulisan dengan cara meneliti dan 

memahami bahan pustaka atau data sekunder (bahan pustaka) yang bersifat 

hukum atau berupa norma hukum tertulis. Sedangkan, sifat penulisan skripsi ini 

 
6 Dalam penulisan hukum pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari 

masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data 

primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan pustaka dinamakan data sekunder. Penulisan hukum 

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dinamakan penulisan hukum 

normatif. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 
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adalah deskriptif7yang lebih dipertajam ke deskriptif analitis. Penulisan deskriptif 

analitis merupakan suatu penulisan yang menggambarkan, menelaah, 

menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.8 

Data yang diperoleh dari kepustakaan, mak jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder. Maka, alat pengumpulan data untuk 

penelitian ini adalah studi dokumen yang bersumber dari data sekunder tersebut. 

Data sekunder yang ditinjau mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan 

tersier yang terdiri dari: 

1. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang- undangan di bidang 

hukum perdata dan peraturan perundang- undangan lain yang berkaitan 

dengan ketidakhadiran (afwezigheid), antara lain Kitab Undang- Undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata) Bab XVII Buku I Pasal 

463 sampai dengan Pasal 495 tentang Keadaan Tidak Hadir, Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2021 Tentang Oganisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 

tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga Pada Balai Harta Peninggalan, 

dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 

2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Permohonan Izin 

Pelaksanaaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan 

Tidak Hadir Dan Harta Peninggalan Yang Tidak; Peraturan Menteri 

Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian 

Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara 

Belanda Atau Badan Hukum Milik Belanda. Peraturan Presidiun Kabinet 

Dwikora Republik Indonesia No. 5 Prk/Tahun 1965 tanggal 22 Desember 

1965 tentang penegasan status rumah/tanah kepunyaan badan-badan 

 
7 Suatu penulisan deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, 

keadaan, atau gejala- gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa- 

hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori- teori lama, atau didalam rangka 

menyusun teori- teori baru. Lihat Soerjono Soekanto, Pengantar Penulisan Hukum, (Jakarta: UI 

Press, 1986), hal 10. 
8 Ibid.,hal.63. 
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hukum 

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti hasil- hasil penulisan, hasil karya 

dari kalangan pakar hukum serta dokumen- dokumen lainnya yang 

berkaitan dengan ketidakhadiran (afwezigheid), antara lain: Buku 

Panduan Praktis Tugas Pokok dan Fungsinya Balai  yang diterbitkan oleh 

Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah DKI Jakarta Balai 

Harta Peninggalan Jakarta, Buku Hukum Pribadi Persoon Alamiah 

Bagian I dari J.Satrio, dan Beberapa Catatan Tentang Penafsiran dari 

Seminar yang diselenggarakan oleh Dirjen Perundang- Undangan 

Departemen Hukum HAM; 

3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan pedoman maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya yaitu 

kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya9, antara lain: 

artikel berita dari media elektronik CNBC Indonesia.com mengenai 

hilangnya pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ 182 

jurusan Jakarta – Pontianak, artikel berita dari media elektronik, 

mengenang Wiji Thukul, aktivis yang hilang usai peristiwa Kudatuli 1996 

(kompas.com) dan kamusbesar.com untuk mengetahui pengertian dari 

kata pengajuan. 

Selanjutnya alat pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan 

studi kepustakaan, melalui pengumpulan studi literatur, dokumen, dan dengan 

mempelajari ketentuan perundang- undangan tentang ketidakhadiran 

(afwezigheid) dan peraturan perundang- undangan lain yang relevan dengan 

materi penelitian.  

Setelah seluruh data dikumpulkan selanjutnya akan diulas dan dianalisis 

secara kualitatif, dimana apa yang dinyatakan oleh sasaran penulisan yang 

bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata (mempelajari objek 

penelitian secara utuh)10 dengan mempelajari seluruh jawaban yang diolah 

 
9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penulisan Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), Op.Cit.,hal. 52 
10 Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif analitis, 

yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penulisan yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan 

perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek peneltian yang utuh. Lihat Sri Mamudji. Et 

al, Metode Penulisan dan Penulisan Hukum, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas 
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dengan menggunakan metode deduktif. Dengan demikian kegiatan analisis ini 

diharapkan akan memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas 

permasalahan dalam penulisan ini. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Agar memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah maka diperlukan suatu 

sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan 

pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan yang 

penulis susun adalah sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini akan membahas latar belakang yang memberikan penjelasan 

situasi dan kondisi pada saat penulisan dilakukan, alasan mengapa penulisan 

dilakukan, dan hal- hal yang telah diketahui dan belum diketahui penulis 

berkaitan dengan judul penulisan ini. Selain itu bab I ini juga memuat pokok 

permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, tujuan penulisan, 

tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan. 

 

BAB II : Harta Kekayaan Yang Tak Terurus Menurut Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. 

Pada bab II terdapat beberapa sub bab yang akan membahas mengenai 

subjek hukum yang akan lebih diperinci lagi ke dalam subjek hukum manusia, 

dan domisili. Selain itu juga terdapat sub bab mengenai ketidakhadiran 

(afwezigheid) yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada 

umumnya. Kemudian, membahas syarat- syarat mengajukan permohonan 

ketidakhadiran, yang dapat dinyatakan tidak hadir, tahapan ketidakhadiran dan 

akibat hukumnya, serta perluasan ketidakhadiran itu sendiri. Lalu, dijelaskan 

juga mengenai harta kekayaan tak terurus secara umum.  

 

BAB III : Harta Kekayaan Yang Telah Dikuasai Oleh Negara  

 
Indonesia, 2005), hal. 67. 
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Pada bab III ini akan dibahas mengenai sejarah Balai Harta Peninggalan 

berserta dasar hukumnya, landasan hukum dalam mengelola harta kekayaan 

orang hilang, tugas, fungsi dan pelaksanaan pengelolaan harta kekayaan orang 

hilang Kemudian, dijelaskan juga mengenai pengaturan-pengaturan terhadap 

harta kekayaan yang telah dikuasai oleh negara, 

 

BAB IV : Analisis Terhadap Pengertian Harta Kekayaan Yang Tak Terurus Dan 

Perlindungan Hukum Kepada Ahliwaris Yang Berhak. 

Bab IV akan membahas mengenai harta kekayaan tak terurus menurut Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, syarat diajukannya pengajuan pengembalian 

harta kekayaan oleh ahli waris, dan prosedur melakukan pengajuan 

pengembalian.  

 

BAB V  : Penutup. 

Bab ini adalah akhir dari penulisan yang berisikan kesimpulan dan saran 

dari hasil penulisan ini.
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